5.1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh Penulis,
saksi merupakan salah satu elemen penting demi membuat terang suatu
perkara. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seiring
perkembangan mulai muncul dalam praktik jenis-jenis saksi yang
dihadirkan di muka persidangan. Hal tersebut berkembang dikarenakan
adanya ketidakjelasan dari unsur saksi itu sendiri, sehingga munculah
berbagai jenis saksi tersebut. Salah satu jenis saksi yang dihadirkan di
muka sidang adalah dihadirkannya penyidik sebagai saksi. Sebagaimana
dijelaskan dalam latar belakang serta dalam bab-bab sebelumnya, terdapat
dua identifikasi masalah yang dapat ditarik. Identifikasi masalah tersebut
antara lain apakah keterangan penyidik dimuka sidang berdasarkan BAP
terdakwa dan saksi bisa diterima sebagai alat bukti dalam persidangan
serta apakah keterangan penyidik atau penyelidik yang memperoleh
informasi diluar pembuatan BAP terdakwa dan saksi dapat dijadikan

sebagai alat bukti dipersidangan.

Dalam identifikasi masalah yang pertama yaitu apakah keterangan
penyidik dimuka sidang berdasarkan BAP terdakwa dan saksi bisa
diterima sebagai alat bukti dalam persidangan, dapat ditarik beberapa

kesimpulan. Antara lain :

1. Bahwa saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan
mengalami sendiri kejadian perkara. Apabila dikaitkan dengan
penyidik, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri
yang bertugas untuk mencari serta megumpulkan bukti dan dalam
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hal ini tidak mendengar, melihat, dan mengalami kejadian perkara
secara langsung, kecuali pada kasus tangkap tangan. Sehingga
apabila dikaitkan dengan unsur saksi dalam KUHAP, maka
penyidik tidak bisa dikategorikan memenuhi unsur mendengar,

melihat, dan mengalami sendiri.

Apabila melihat ketentuan lebih lanjut dari Surat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-V111/2000, seseorang yang
bisa menjadi saksi harus memiliki relevansi pada kesaksiannya
tersebut. Walaupun penyidik tidak secara langsung melihat,
mendengar, ataukah mengalami sendiri suatu peristiwa pidana,
namun tetap harus memiliki relevansi sebagaimana yang dimaksud.
Relevansi yang dimaksud adalah boleh menghadirkan saksi lain
asalkan setidak-tidaknya meringankan atau menguntungkan apa
yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa. Jika dikaitkan
dengan penyidik yang dijadikan saksi, maka kecil kemungkinan
penyidik akan memberikan keterangan yang dapat dianggap
relevan dengan perkara. Hal tersebut dikarenakan penyidik
merupakan bagian dari aparat penegak hukum berdasarkan tugas

dan wewenangnya berangkat dari sudut pandang subjektif.

Sudut pandang subjektif tersebut muncul dapat dilihat dari
kepentingannya dalam hal melakukan penyidikan untuk
membuktikan dan mengumpulkan barang bukti terkait tindak
pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dengan dimulai
dilakukannya penyidikan, penyidik sudah menduga terjadinya
suatu tindak pidana. Lalu, penyidik mulai mencari tahu siapa
pelaku tindak pidana tersebut. Dengan diduganya seseorang
sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut sudah bisa dikategorikan
sebagai sudut pandang subjektif. Dimana dapat dilihat bahwa
penyidik mulai berangkat dari dugaan sementara bahwa orang
tersebutlah yang bersalah. Sehingga dari situlah ia mulai

106



mengamati, menyamar, menangkap, menahan dan lain-lain.
Dengan begitu, penyidik tidak lagi mengindahkan adanya asas
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) karena sejak
awal sudah menganggap oarng tersebutlah yang bersalah sehingga

dia mencari bukti yang ada terkait tindak pidana tersebut.

Apabila penyidik dihadirkan di sidang pengadilan untuk
dimintai keterangan sebagai saksi, maka secara otomatis
keterangan yang diberikan tersebut akan mengacu pada isi
keterangan yang terdapat pula dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP). Hal tersebut dikarenakan penyidik itu sendiri yang
melakukan penyidikan dan menuangkan segala bentuk keterangan
pada saat proses penyidikan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP). Sehingga apabila dihadirkan untuk dimintai keterangan di
sidang pengadilan, ia akan mengemukakan keterangan yang
dianggap berkaitan dengan perkara dan ia akan memberikan
keterangan berdasarkan apa yang tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP). Padahal jika kita melihat kembali, Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) pun tidak memenuhi unsur alat bukti
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal
187 KUHAP.

Surat dakwaan yang didasarkan pada Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) tersebut akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam agenda sidang pembacaan surat dakwaan, sehingga
dalam hal ini hakim pun pasti mengetahui dan mendengarkan isi
dari surat dakwaan. Maka, apa yang tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) akan diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum
maupun hakim karena dijadikan landasan untuk pembuatan surat
dakwaan dan putusan. Apabila penyidik dihadirkan di sidang
pengadilan guna memberikan keterangan yang isinya sama dalam
Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka dapat disimpulkan
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kedudukannya sebagai saksi di persidangan keterangannya akan
sama saja dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) dan Kketerangan penyidik dimuka sidang
berdasarkan BAP terdakwa dan saksi tidak bisa diterima sebagai

alat bukti dalam persidangan.

Dalam identifikasi masalah yang kedua yaitu apakah keterangan
penyidik atau penyelidik yang memperoleh informasi diluar
pembuatan BAP terdakwa dan saksi dapat dijadikan sebagai alat
bukti dipersidangan dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Dalam hal ini, penyelidik atau penyidik melakukan upaya
penyamaran guna mendapatkan Kketerangan dari tersangka.
Sehingga keterangan yang diperoleh pun tidak memiliki kekuatan
hukum apapun. Sehingga jika penyelidik dihadirkan sebagai saksi
di muka sidang maka tidak bisa pula diterima. Karena penyelidik
serta penyidik tidak memenuhi unsur saksi sebagaimana Pasal 1
angka 26 dan Pasal 1 angka 27 serta Surat Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000. Selain itu, dasar yang
dijadikan keterangan pun bukan merupakan keterangan yang
bersifat mengikat sekalipun tersangka mengakui perbuatannya
pada saat proses penyamaran. Sehingga keterangannya tidak
memiliki kekuatan hukum apapun serta apabila penyidik yang
menyamar tersebut dihadirkan, maka terdapat pelanggaran dalam
Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP dimana tersangka berhak
didampingi Penasihat Hukum di setiap tingkat pemeriksaan.
Dengan dilakukannya upaya penyamaran, maka tersangka tidak
mendapatkan haknya dalam tingkat penyidikan dalam hal ini saat
dilakukannya penahanan untuk didampingi Penasihat Hukum.
Karena dengan adanya kehadiran Penasihat Hukum tersebut
seharusnya menjadi hak dari tersangka dan dengan begitu penyidik

pun melanggar kewajibannya.
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Lalu begitupula halnya dengan saksi verbalisan yang
dihadirkan dipersidangan. Walaupun terdapat hak dari tersangka
untuk mencabut keterangannya saat pemeriksaan penyidikan, tidak
serta merta pula penyidik yang saat itu memeriksa dihadirkan di
sidang pengadilan untuk menjadi saksi. Hal tersebut dikarenakan
penyidik tidak memiliki kompetensi sebagai saksi karena tidak
memenuhi unsur saksi sebagaimana Pasal 1 angka 27 karena tidak
melihat, mendengar, dan mengalami kejadian perkara secara
langsung. Serta penyidik tidak memenuhi unsur sebagaimana Surat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-V111/2000.

Dalam hal ini, apabila tersangka yang mencabut keterangan
dan benar alasannya, maka keterangan tersebut tidak dapat
dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti
di sidang pengadilan. Sedangkan apabila alasan pencabutan tidak
dapat dibenarkan karena alasan pencabutan yang dikemukakan
terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis, maka
keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara
penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya
sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang
pengadilan. Sehingga untuk apalagi penyidik dihadirkan sebagai

saksi di Pengadilan.

Keterangan penyelidik atau penyidik yang tidak didasarkan
pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memiliki kekuatan
mengikat. Karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdapat
kata pro justitia yang memiliki makna demi Undang-Undang untuk
menegakkan keadilan. Sehingga penyelidik atau penyidik tidak bisa
dihadirkan di muka sidang untuk dimintai keterangan yang tidak
didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan
penyidik yang didasarkan diluar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
pun tidak bisa diterima. Karena selain tidak diatur dalam Kitab
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5.2

Saran

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga tidak
memenuhi unsur dari saksi itu sendiri serta keterangannya tidak
bisa dipastikan kebenarannya sehingga tujuan KUHAP untuk

mencari kebenaran materiil tidak tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab

sebelumnya serta kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa

saran yang diharapkan agar problematika diatas bisa diatasi. Antara lain :

1.

Jika melihat dari kasus yang terjadi dalam praktik, terdapat 2
kemungkinan keputusan dari hakim dalam hal menghadirkan
penyidik sebagai saksi di sidang pengadilan, yaitu diterimanya
penyidik atau ditolaknya penyidik sebagai saksi. Hal tersebut
menandakan terdapat perbedaan pedoman dan penafsiran terhadap
unsur dari saksi itu sendiri. Padahal jika melihat kembali acuan dari
ditentukannya saksi serta unsur saksi, dapat kita lihat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Surat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-V111/2000.
Sebaiknya untuk mengurangi adanya perbedaan keputusan
dalam menentukan siapa yang berkewajiban dan berhak menjadi
saksi, para hakim perlu menetapkan secara tegas patokan atau
acuan siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi saksi.
Mengingat jika kita melihat dari pembahasan yang telah dijelaskan
bahwa penyidik lebih cenderung tidak memenuhi unsur dari saksi.
Sehingga dengan ditetapkannya acuan oleh para hakim, diharapkan
para hakim akan serempak pula dalam menentukan siapa yang
boleh dihadirkan sebagai saksi dan tidak lagi menimbulkan

keputusan yang berbeda. Dengan begitu, hak dari tersangka dan
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tujuan dari KUHAP menjadi lebih mudah tercapai. Walaupun
keterangan tersebut didasarkan oleh BAP ataupun diluar BAP.

Selain itu, agar dibuatnya suatu aturan baru dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait kejelasan
dari unsur saksi yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri
secara lebih detail. Hal tersebut diharapkan agar tidak lagi tercipta
kerancuan dalam menentukan siapa saja yang boleh dan tidak
untuk dijadikan sebagai saksi yang dihadirkan di muka sidang
pengadilan. Serta perlu diingat bahwa isi keterangan yang
didasarkan pada BAP merupakan keterangan yang sama
sebagaimana yang terdapat dalam BAP, sehingga untuk apalagi
dihadirkan.
Untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan demi
terciptanya tujuan dari KUHAP, maka perlu ditegaskan secara jelas
siapa saja yang boleh menjadi saksi dan siapa saja yang tidak boleh
menjadi saksi. Dalam hal ini, perlu ditegaskan pula salah satu yang
tidak bisa dijadikan sebagai saksi di sidang pengadilan adalah
penyelidik serta penyidik yang merupakan bagian dari aparat
penegak hukum. Karena baik penyelidik maupun penyidik
merupakan pihak-pihak yang berpotensial dan memungkinkan
untuk menyampaikan hal tersebut di muka sidang pengadilan.

Perlu pula dibuatkan suatu aturan kepolisian atau aturan
yang terkait, yaitu ditekankan lagi bahwa tugas penyelidik atau
penyidik adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Penyelidik serta penyidik tidak termasuk dalam Penjelasan Pasal
159 ayat (2) yaitu menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang.
Penyelidik serta penyidik yang mengemukakan keterangan
berdasarkan hasil keterangan penyamaran tidak bersifat mengikat
keterangannya karena tidak diketahui kebenaran materilnya. Serta
penyidik yang merupakan saksi verbalisan sekalipun seharusnya

tidak perlu dihadirkan sebagai saksi karena pada dasarnya tidak
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memiliki kompetensi untuk itu. Hal tersebut demi menghindari
adanya subjektivitas dalam keterangannya dan menghindari adanya
perbenturan kewenangan dan pemenuhan unsur dari saksi itu
sendiri. Dengan tidak dijadikannya penyidik sebagai saksi di muka
sidang, maka diharapkan tujuan daripada KUHAP itu sendiri untuk

mencari kebenaran materil dapat tercapai.
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